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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya praktik perkawinan di
bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan di Kecamatan Pulau Burung
Kabupaten Indragiri Hilir, serta dilakukannya pengubahan usia pada calon
pengantin yang belum cukup umur tersebut. Kondisi tersebut dipicu oleh minimnya
ketaatan hukum, masyarakat yang merasa ribet terhadap berkas-berkas apabila
mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan kondisi geografis Kecamatan Pulau
Burung yang cukup terpencil. Berangkat dari permasalahan tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya
perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau
Burung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi
penelitian, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis
temuan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Max Weber, teori
struktural fungsional Talcott Parson dan Magqgasid asy-Syariah Imam asy-
Syatibi.Sosiologi hukum menitikberatkan pada hubungan antara hukum dengan
kondisi masyarakatnya saja, sedangkan teori struktural fungsional menekankan
peran antar fungsi sosial dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik sosiologi hukum maupun
struktural fungsional dan Magasid asy-Syariah, terjadinya perkawinan di bawah
umur tanpa dispensasi pengadilan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan
dan dorongan orang tua. Keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua tidak
memiliki biaya untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan, sementara pendidikan
yang kurang memadai berdampak pada kurangnya ketaatan dan kesadaran akan
dampak perkawinan di bawah umur dan tanpa dispensasi dari pengadilan.
Ketidakterpenuhinya fungsi ekonomi dan pendidikan dalam keluarga
menyebabkan orang tua mendorong perkawinan meskipun di bawah umur, hal
tersebut sebagai bentuk solusi untuk menjaga stabilitas keluarga. Terutama ketika
orang tua khawatir terhadap anak perempuan yang bekerja jauh dari rumah serta
anak tersebut juga dinilai sudah cukup mandiri untuk menikah.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi
Pengadilan, Pulau Burung



ABSTRACT

The background of this study arises from the practice of underage marriage
without court dispensation in Pulau Burung Subdistrict Indragiri Hilir, as well as
the alteration of age data for underage prospective brides and grooms. This
condition is triggered by low legal compliance, the perception that applying for
court dispensation involves complicated administrative procedures, and the
geographically remote location of Pulau Burung Subdistrict. Based on these issues,
this study aims to examine the factors contributing to the occurrence of underage
marriage without court dispensation in Pulau Burung Subdistrict.

This research is a qualitative field study. Data were collected through direct
observation at the research site, semi-structured interviews, and documentation. In
analyzing the findings, this study applies Max Weber sociology of law approach
and Talcott Parsons’ structural functionalism theory and Maqasid asy-Syariah.
Although both perspectives are rooted in sociology, the sociology of law focuses
on the relationship between law and social conditions, while structural
functionalism emphasizes the role of social functions in maintaining social order
and balance.

The results of this study indicate that, from both the sociology of law
approach and the structural functionalist perspective, underage marriage without
court dispensation is influenced by economic factors, educational factors, and
parental encouragement. Economic limitations prevent parents from affording the
costs of applying for court dispensation, while inadequate education leads to low
legal compliance and limited awareness of the negative impacts of underage
marriage without court approval. The failure of economic and educational functions
within the family encourages parents to support underage marriage as a solution to
maintain family stability, particularly when parents are concerned about daughters
working far from home and perceive them as sufficiently independent to marry.

Keywords: Sociology of Law, Underage Marriage, Court Dispensation, Pulau
Burung.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987
dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I.  Konsonan Tunggal

Arab Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
Lk ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za Z zet (dengan titik di bawah)
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& ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
Gain G Ge

— F& F Ef

3 Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

8] Niin N ‘en

3 Waw W We

o Ha’ H Ha

s Hamzah i Apostrof

¢ Y& Y ye

I1.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

ks Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah
I1l. Ta’ Marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h
saiLal) Ditulis al-Ma’idah
dadl Ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marburah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.
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Dbl 8185 Ditulis Zakah al-fitri

IV. Vokal Pendek

: A
o Ditulis
Jas Fa’ala
- |
s Ditulis .
SA Zukira
: U
e Ditulis
Cay Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis A
bE ditulis Fala
5 Fathah + ya’ mati ditulis A
Culi ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis I
Jpads ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis U
J3lal ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis Ai
b5 ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
4150 ditulis ad-Daulah

VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
£l Ditulis a’antum
el Ditulis a’iddat
80%G Gl Ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”’




Ol Ditulis Al-Qur’an

Ol Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

L) Ditulis as-Sama’
Gl Ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
o3l (s 52 Ditulis Zawi al-furlid
45 JAl Ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini
huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata
sandangnya.
Contoh:
Selias O ol olass s
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
XI.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

X1



b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan yang sampai
dengan saat ini menjadi perhatian serius di berbagai tempat, termasuk
Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF,
tercatat lebih dari 11% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18

1

tahun.” Meskipun secara hukum telah ditetapkan batas usia minimal

perkawinan di Indonesia.

Pada awalnya usia minimal untuk bisa menikah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada usia 16 tahun untuk perempuan dan
laki-laki 19 tahun. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 mengenai usia minimal untuk perempuan dan laki-laki menjadi
sama yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut dilatarbelakangi atas putusan MK
No0.22/PUU-XV/2017 saat itu beberapa pemohon merasa perbedaan usia ini
bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap memberi perlakuan
berbeda berdasarkan jenis kelamin dan menimbulkan diskriminasi terhadap

anak perempuan, serta meningkatkan risiko eksploitasi anak.

L UNICEF, “Child Marriage: Latest Global Trends”, (New York: UNICEF, 2022), him. 12.

2 https://en.mkri.id/news/details/2018-12
14/Legal Age for Marriage at 16 Years for Women Unconstitutional Diakses 30 Januari 2026



https://en.mkri.id/news/details/2018-12%20%2014/Legal_Age_for_Marriage_at_16_Years_for_Women_Unconstitutional
https://en.mkri.id/news/details/2018-12%20%2014/Legal_Age_for_Marriage_at_16_Years_for_Women_Unconstitutional

Dalam kondisi tertentu anak yang belum mencapai batas usia minimal
perkawinan tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan melalui
mekanisme dispensasi kawin terlebh dahulu. Sebagaimana yang telah diatur
dalam pasal 7 bahwa, penyimpangan terkait batas usia maka orang tua atau
wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.’
Dispensasi kawin dari pengadilan menjadi sangat penting untuk calon
pengantin yang masih di bawah umur, karena sebagai salah satu syarat
administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar perkawinan di KUA.
Tujuan dari pemberlakuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan

pengawasan dan kontrol terhadap praktik perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa adanya
penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak
dapat tercatat di pegawai pencatatan nikah dalam hal ini yaitu KUA atau
catatan sipil. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah negara tidak mengakui
perkawinan tersebut dan tidak adanya hukum yang melekat pada
perkawinannya, serta menyebabkan anak yang dilahirkan tidak mendapatkan
pengakuan secara hukum?. Sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 6 yang
pada intinya menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai

Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.®

% Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

4 Kiki Amaliah and Zico Junius Fernando, “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di
Bawah Umur,” Al-Imarah:Jurnal Pemerintahn Dan Politik Islam, Vol.6, No. 2 (2021),hIm.213.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607.

5> Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Pencatatan Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).



Faktanya pada masyarakat di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau, praktik perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi dari pengadilan kerap dilakukan. Orang-orang tersebut tidak
melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama
sebagaimana semestinya, namun yang mereka lakukan adalah merubah
identitas dengan cara menuakan umur, agar perkawinan mereka tetap bisa
tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), tanpa harus mendapatkan sertifikat

dispensasi kawin dari pengadilan.

Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan unit pelaksana teknis,
yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.?
Sebagai unit pencatatan perkawinan, KUA sangat berperan penting dalam hal
menangani praktik perkawinan di bawah umur, terutama jika perkawinan
tersebut dilakukan tanpa dispensasi kawin pengadilan. Peran KUA dalam
meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur sangatlah penting, oleh
karena itu KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan
kemampuan.’ Terutama dalam memeriksa semua persyaratan yang harus
dipenuhi oleh calon pengantin, agar tidak terjadi manipulasi identitas diri

calon pengantin.

6 PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan.

" Departemen Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.



Manipulasi identitas yang didaftarkan oleh calon pengantin yang
biasa terjadi seperti mencopot wali, mengubah usia, dan tidak mendaftarkan
surat izin menikah dari Pengadilan Agama bagi anak calon pengantin yang
masih di bawah umur.® Pelaksanaan administrasi perkawinan khususnya
pencatatan harus dilaksanakan seteliti mungkin, sehingga penyimpangan-
penyimpangan dalam administrasi perkawinan seperti manipulasi data

mempelai tidak terjadi.®

Studi kasus dalam penelitian ini mengambil di Kecamatan Pulau
Burung, yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir (INHIL), Kabupaten Indragiri Hilir sendiri terdapat 20
Kecamatan dan Kecamatan Pulau Burung terdapat 14 Desa di dalamnya.©
Kecamatan Pulau Burung termasuk daerah pesisir dan daerah paling ujung di

Provinsi Riau dan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan kondisi Kecamatan Pulau Burung yang termasuk daerah
pesisir, dan terpisah secara daratan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, akses

perjalanan hanya bisa dilakukan dengan perjalanan laut yaitu dengan

8 Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, and Moh Fadhil, “Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya
Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nikah Di KUA Kec. Sokan Kab.
Melawi,” Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 1 (2024),
https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1853.

® Avidhatul Faizah, “Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor
Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd-Dzari’ah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balerejo, Kabupaten Madiun), Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(2019), him. 4.

10 https://inhilkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjgjMQ==/nama-kecamatan-dan-ibukota-
kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2016.html Diakses 26 juni 2025.



https://inhilkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjgjMQ==/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2016.html
https://inhilkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjgjMQ==/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2016.html

1!, dan ditempuh dengan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3-4

speedboa
jam. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat Pulau Burung cukup kesulitan
apabila harus mengurus berkas-berkas yang harus dilakukan di Kabupaten,
sama halnya dengan mengurus pengajuan permohonan dispensasi kawin.
Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi pengadilan, merasa hal tersebut cukup menyulitkan, memakan

waktu yang cukup lama, dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut
dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memperlihatkan adanya
kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif, dengan realitas di
masyarakat Kecamatan Pulau Burung. Sehingga melahirkan penelitian ini
dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor
Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan
(Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka terdapat beberapa

pertanyaan di dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Pulau Burung melakukan perkawinan

di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan?

11 Speedboat adalah jenis perahu motor atau kapal dengan ukuran kecil yang dirancang untuk
bergerak dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut, speedboat ada yang dari bahan ringan
seperti aluminium atau dengan bahan kayu.



2. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor terjadinya
perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan
Pulau Burung?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dari
pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, maka untuk memahami
mekanisme dan pola yang mendasari fenomena yang diteliti:

a. Untuk memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat
Kecamatan Pulau Burung melakukan perkawinan di bawah umur
tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan.

b. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya
perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi bisa terjadi.

c. Selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dalam perspektif
sosiologi hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat dalam
meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Temuan penelitian
juga diharapkan bermanfaat dalam kajian akademik sebagai referensi
praktisi hukum serta masyarakat umum untuk memahami dinamika peran
dan upaya-upaya KUA terhadap praktik perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi pengadilan.



D. Telaah Pustaka
Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan

beberapa karya tulis sebelumnya untuk originalitas agar tidak terjadinya
plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian praktik perkawinan di
bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, bukanlah topik yang baru dalam
kajian hukum keluarga. Sehingga penelitian ini bukan sebagai penelitian
temuan baru, namun sebagai pelengkap dan penguat untuk mengisi
kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa karya
yang relevan dengan topik yang dikaji, guna memperkuat pemahaman
kontekstual, serta mendukung penyempurnaan analisis, peneliti memetakan
kajian pustaka ke dalam tiga tema utama: (1) perkawinan di bawah umur
tanpa dispensasi pengadilan, (2) perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi
pengadilan perspektif sosiologi hukum, (3) perkawinan di bawah umur dalam
perspektif sosial dan kultural.
1. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan
Penelitian yang membahas perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi pengadilan menjadi sebuah masalah besar untuk anak-anak
tersebut, karena banyak efek yang ditimbulkan. Komang Tri Sundari Dewi
dan | Nyoman Bagiastra’’> menyebutkan pengajuan dispensasi kawin
hanya dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak, namun apabila

dalam perkawinan di bawah umur tidak adanya pengajuan dispensasi

12 Komang Tri Sundari Dewi and I Nyoman Bagiastra, “Akibat Hukum Terhadap
Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Pengadilan,” JKH: Jurnal Komunikasi
Hukum, Vol.10, No. 1, (2024), him.47-54. https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75968.



maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Aldani dkk!® menjelaskan
bahwa akibat hukum yang ditimbulkan ialah perkawinan tersebut tidak
dapat dicatatkan, sehingga bila nantinya ingin dicatatkan maka harus
mengajukan isbat nikah ke pengadilan.

Selaras dengan yang disampaikan olen Dinada dkk!4, bahwa
perkawinan di bawah umur yang telah di isbat di pengadilan akan
berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya yang
dibuktikan dengan diperolehnya Kutipan Akta Nikah. Namun di beberapa
tempat ditemukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui
perubahan data seperti di Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran,
dengan tujuan memperoleh data yang sesuai agar bisa menikah dan
tercatat di KUA tanpa harus mengajukan dispensasi pengadilan.®

Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Levana Safira'® bahwa

dibutuhkan semua pihak untuk membangun kesadaran hukum untuk tidak

13 Aldani Katya, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, “Pelaksanaan Perkawinan
Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Jurnal ~ Sains  Sosio  Humaniora,  Vol.6, No. 1 (2022), him.  145-160.
https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19430.

14 Dinada Junia Rismantika, Djanuardi Djanuardi, and Rai Mantili, “Itsbat Nikah Terhadap
Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan
Dan Hukum Islam,” Syntax Idea,Vol.4, No. 10 (October 21, 2022), him. 1448-1460,
https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1927.

15 Ana Riana, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan (Tinjauan Sosiologi
Hukum),” El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol. 11, No. 1 (2023),him. 73-90
https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5319.

16 Levana Safira, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, “Perlidungan Hukum
Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari
Pengadilan,” ACTA DIURNAL:Jurnal llmu Hukum Konotariatan, Vol. 4, No. 2 (2021), him. 210-224
https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521.



menikahkan anak bawah umur tanpa dispensasi kawin pengadilan. Selain
kurangnya kesadaran hukum kerap kali jarak rumah ke pengadilan
menjadi salah satu faktor orang tua atau calon pengantin tidak mengajukan
permohonan dispensasi ke pengadilan serta biaya yang dibutuhkan untuk
berperkara.’

2. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan perspektif

sosiologi hukum

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan
di bawah umur, secara keseluruhan biasanya dipengaruhi oleh faktor
keluarga, agama, budaya sosial, dalam pandangan sosiologi hukum
perkawinan di bawah umur tidak lepas karena adanya peraturan dispensasi
kawin, sehingga masyarakat melakukan penyelewengan dengan segala
alasan-alasan yang mendesak.'® Sejalan dengan yang disampaikan Yuni
Lathifah.’® Perkawinan di bawah umur dilihat dari kacamata sosiologi
hukum maka, adanya aturan dispensasi memengaruhi pandangan
masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan

di bawah umur, tanpa memikirkan dampak hukum yang ditimbulkan.

17 Gunawan Sayuti, “Tanpa Dispensasi Kawin Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi
Di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi), Tesis Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), him.1-112.

18 Vicki Dwi Punomo et al., “Underage Marriage in Legal Sociology Review,”
SOSPOLBUD: Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya, Vol.2, No. 1 (2023),him. 155-167
https://doi.org/https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2809.

19 Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” Jurnal
Hukum Daan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 1 (July 30, 2021), him. 113-125.
https://doi.org/10.20961/hpe.v9il.47505.
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Faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua menjadi penyebab
terbesar perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, sosiologi hukum
Islam memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap faktor-faktor
tersebut, serta menyoroti pemerintah dalam memastikan hak-hak anak dan
mengurangi ketidakadilan sosial.?®® Dalam penelitian Ade Setia
Yuwandana,?! memiliki faktor-faktor yang sama jika ditinjau dengan
sosiologi hukum, namun dalam penelitian ini menggambarkan pendapat
dari Hakim pengadilan, bahwa dengan adanya dispensasi tidak bisa
menghilangkan praktik perkawinan di bawah umur begitu saja, karena
banyak ditemui kasus-kasus dispensasi diajukan sudah dalam keadaan

mendesak, seperti sudah dalam keadaan hamil.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jangan hanya terpaku
pada faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut, namun juga
terhadap pemberian dispensasi harus berdasarkan perspektif perlindungan
anak, pemberian izin kepada anak di bawah umur harus berlandaskan
Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan

Konvensi Hak-Hak Anak.?? Dampak dari perkawinan di bawah umur jika

2 Hopipah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya
Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Hegarsari
Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat).”Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2023), him.1-99.

2l Ade Setia Yuwandana and Fitrotin Jamilah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya),” Salimiya:Jurnal Studi lImu
Keagamaan Islam, Vol. 4, No. 3 (2023),him. 158-165
https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i3.1254.

22 Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti, Mahipal, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi



11

dilihat dengan sosiologi hukum yaitu tidak dapat memenuhi ataupun tidak
tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, kemudian
menjadi bahan gunjingan orang-orang dikarenakan perkawinan tersebut

dilakukan dengan melanggar ketentuan dari aturan hukum.?

3. Perkawinan di bawah umur dalam perspektif sosial dan kultural

Adapun perkawinan di bawah umur dalam perspektif sosial dan
kultural, kerap kali dipengaruhi beberapa faktor seperti, pola pikir,
kemiskinan, dan agama, seperti yang terjadi beberapa tempat seperti di
Bajo Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang dijelaskan Asilah Zainal
dkk.?* Selaras dengan penjelasan Ainur Mila Rofika dan Iswari
Hariastuti®, yang menjelaskan bahwa faktor budaya seperti perjodohan
oleh orang tua, guna menjaga garis keturunan sering kali dianggap legal

oleh masyarakat.

Pelaku Pernikahan Usia Dini,” Advances In Sosial Humanities Research, Vol. 2, No. 3, (2024), him.
387-396. https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.177

2 Melati Septia Hanafi, “Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024), him. 1-60.

2 Asliah Zainal dkk., “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo
Pesisir Di Sulawesi Tenggara,” PALASTREN: Jurnal Studi Gender, Vol. 15, No. 1, (June 25, 2022),
him. 89-113, https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690.

% Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, “Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi
Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep,” Promkes: The Indonesian Journal
of Health Promotion and Health Education, Vol. 8, No. 1 (2020),him. 87-120
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jpk.V8.11.2020.12-20.
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Oleh karena itu Anisia?®, juga menjelaskan bahwa kerap kali anak-
anak di bawah umur terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut, karena
sebagai bentuk sifat patuh anak terhadap orang tua, padahal perjodohan
menimbulkan ketidakadilan terhadap anak. Bektienadila Kusumastuti dan
Mochammad Bagus Qomaruddin?’, menjelaskan bahwa alasan orang tua
memilih untuk menjodohkan anaknya selain karena faktor budaya turun
temurun, tetapi juga karena beberapa orang tua takut anaknya khususnya
perempuan menjadi perawan tua, jika tidak disegerakan menikah, karena
menurut mereka anak perempuan yang sudah 20 tahun tapi belum juga
menikah akan dianggap sebagai perawan tua.

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Fitron Chumairoh?®,
menjelaskan banyak orang tua yang memilih menjodohkan anaknya tidak
mempedulikan tentang kesiapan mental dan materi yang diperlukan dalam
berumah tangga, karena mereka lebih takut dengan tekanan sosial budaya
di masyarakat. Selaras dengan Mukhlis?®, kerap kali perjodohan oleh
orang tua yang tidak mempedulikan fisik dan psikis anak, dan orang tua

memiliki pemikiran bahwa anak yang sudah dilamar pamali kalau ditolak

% Anisia, “Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progresif Dan Undang-Undang
Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten
Sampang), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura (2022), him. 1-105.

27 Bektienadila Kusumastuti, Mochammad Bagus Qomaruddin, “Budaya Masyarakat Yang
Berhubungan Dengan Pernikahan Dini,” Care : Jurnal limiah Ilmu Kesehatan, Vol. 11, No. 1 (March
10, 2023), him. 57-69, https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709.

28 Fitroh Chumairoh, “Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The
Looking Glas Self”, Jurnal Partisipatoris, Vol. 3 No.1 (2021), hlm. 1-10.

2 Mukhlis, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), him. 1-137.
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karena dikhawatirkan akan kesulitan mendapatkan jodoh selanjutnya,

meskipun harus menikah di bawah umur.

Sejauh ini, hasil riset dari berbagai literatur yang telah peneliti
uraikan sebelumnya yang dijadikan kajian pustaka, yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini. Namun berdasarkan telaah pustaka
tersebut, penelitian yang mengkaji secara spesifik perkawinan di bawah umur
tanpa dispensasi pengadilan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum

di Kecamatan Pulau Burung tidak ada ditemukan.

Terkait penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap
faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi
pengadilan, bukan pertama kali dilakukan, sudah terdapat beberapa
penelitian yang telah mengkaji. oleh sebab itu, penelitian ini bukan sebagai
bentuk pembaharuan atau penemuan baru, namun sebagai pelengkap dari
penelitian-penelitian sebelumnya. Serta mengisi kekosongan yang ada pada
penelitian-penelitian sebelumnya. Serta penelitian ini bertujuan untuk
melengkapi kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti beberapa
penelitian yang juga menyoroti terkait faktor-faktor penyebab terjadinya
perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.®*® Namun
dalam hal ini tetap terdapat titik perbedaan, seperti tinjauan untuk analisis,

lokasi penelitian, pokok permasalahan yang menjadi penyebab utama

30 Aceng Hobir, “Pernikahan Anak Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Studi
kasus pernikahan anak di bawah umur di kecamatan cibalong kabupaten garut), Tesis Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2023), him. 104.
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terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, dan hasil
dari analisis di setiap masing-masing penelitian.
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori menjadi penting dalam suatu penelitian, karena
berfungsi sebagai landasan konseptual dalam proses analisis. Teori dalam
sebuah penelitian bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan dan
menganalisis permasalahan secara mendalam. Teori digunakan untuk
menganalisis, menjelaskan, memprediksi, untuk mencapai sebuah
kesimpulan dari sebuah penelitian.®

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi
hukum sebagai landasan dalam menganalisis, serta menambahkan dengan
perspektif struktural fungsional sebagai sudut pandang yang berbeda.
Sosiologi hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang bisa menganalisis
kehidupan sosial dalam konteks hukum, dengan tujuan keteraturan sosial
yang berada didalamnya.®? Fokus dari sosiologi hukum adalah masyarakat,
bagaimana hukum berperan dalam lingkungan masyarakat. Adapun fokus
dari struktural fungsional ialah melihat bagaimana setiap bagian masyarakat
dalam menjaga keteraturan sosial.

Sedangkan hukum sendiri sebagai proses sosial yang sifatnya

heteronom, yang artinya dimana hukum memiliki pengaruh dan hubungan

3L Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA Press,
2021), him. 31.

32 Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum (Jakarta: Grasindo, 2008), him. 20.
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terhadap timbal balik dengan berbagai faktor gejala sosial lainnya, seperti
faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dIl.>® Oleh karena itu, penulis
dapat menganalisis sejaun mana kepatuhan dan kesadaran masyarakat
terhadap hukum yang sudah berlaku, dan menganalisis alasan mengapa
masyarakat mematuhi atau melanggar hukum dengan perspektif sosiologi
hukum.

Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum, pada dasarnya adalah penggabungan dua konsep
ilmu, yaitu “sosiologi” ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, dan
“hukum” yang berarti mengatur respon terhadap berbagai fenomena-
fenomena yang terjadi di masyarakat.* Fokus utama sosiologi hukum adalah
masyarakat, dengan hukum berperan sebagai elemen yang bekerja atau
mengatur di dalamnya, namun kedua hal ini dianggap sebagai objek

penelitian yang berbeda.®®

Seorang salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan
ilmu sosiologi modern, dikenal sebagai ilmuwan sosial asal jerman yang
memberikan kontribusi besar dalam memahami perkembangan masyarakat,
tindakan sosial, rasionalitas, otoritas yaitu Max Weber. Max Weber dilahirkan

pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen

3 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), him.18.
34 Ibid.

3 Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Grasindo, 2008), him 15.



16

pada 14 Juni 1920, Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain
ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi, lalu diangkat menjadi guru
besar ekonomi di Freburg pada tahun 1894 dan tahun 1896 di Heidelburg.3®
Max Weber pada tahun 1884 kembali ke Berlin dan melanjutkan kuliahnya
selama 8 tahun lalu mendapatkan gelar Ph,D (Doctor Of Philoshopy) lalu

menjadi pengacara dan mengajar di Universitas Berlin.

Menurut Max Weber sebagai seorang sosiolog sangat sadar akan
posisi hukum dalam struktur sosial yang lebih luas, mengakui hukum tidak
beridir sendiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian
integral dari dinamika sosial yang lebih besar.>’ Max Weber juga mengamati
bahwa hukum formal merupakan ciri khas masyarakat kapitalis, namun
beliau berpendapat bahwa hubungan antara hukum modern dan kapitalisme
sangat kompleks, dikarenakan keduanya cenderung berjalan beriringan,
namun hubungannya tidak satu arah, serta Max Weber mengatakan bahwa
rasionalitas hukum terjadi di bawah pengaruh campuran kondisi ekonomi,

budaya, politik dan hukum.3®

Max Weber dalam menjelaskan bahwa tidak seluruh permasalahan itu

bisa diselesaikan dengan cara normatif, harus terdapat sebuah pandangan

36 Damsar, Pengaruh Teori Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2015), him.115-116.

37 Ilham Yulis Isdiyanto, “ Max Weber vs Emile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam
Sosiologi Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No.2, him.212.

38 Agus Wibowo, Methodius Kossay, Teori Sosiologi Hukum, (Semarang: Yayasan Prima
Agus Teknik, 2023), him. 23.
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empiris dari fenomena-fenomena yang muncul pada masyarakat, karena
dalam masalah-masalah hukum tidak selalu sebagai law it is written in the
books, namun dalam masyarakat diperlukan juga law in action. Weber pun
menyatakan fenomena hukum yang muncul di masyarakat harus diteliti

dengan cara historis-empiris.

Menurut Max Weber hukum formal adalah keseluruhan sistem yang
aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-
unsur lain diluar hukum. *° bagi Weber individu bukan hanya bertindak secara
spontan tetapi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat dilandasi oleh

kerangka nilai, motif dan kalkulasi yang jelas.*!

Karakteristik dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari
fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap mengapa
dan bagaimana praktik-praktik hukum bisa terjadi, dan sebab-sebabnya,
faktor-faktornya yang melatarbelakangi.*? Sosiologi hukum menggambarkan
praktik-praktik hukum yang berlangsung dalam masyarakat baik yang sejalan

dengan hukum ataupun berbeda, atau bahkan yang bertentangan dengan

3% Manotar Tampubolon, dkk, Sosiologi Hukum, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi,
2023), him. 91

40 Muhammad Ridwan Lubis, Cut Nurita, Sosiologi Hukum, (Solok: PT Mafy Media Literasi
Indonesia), him. 11.

41 Anthony Giddens, dkk, Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya.ed. Phileppe Cabin
dan Jean Francois Dortier, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), him. 36.

42 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Grasindo, 2017),
him. 113.
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hukum yang tercantum dalam Undang-Undang.*® Sosiologi hukum tidak
menilai satu dengan yang lain atau membenarkan perilaku yang melanggar
hukum, namun sosiologi hukum hanyalah memberikan penjelasan atau

gambaran terhadap suatu objek.**

Objek dari sosiologi hukum ialah mempelajari hukum dalam
wujudnya atau Government Social Control, dalam hal ini, sosiologi
menganalisis serangkaian aturan khusus yang berlaku dalam menjaga
ketertiban dalam kehidupan masyarakat.*> Sosiologi hukum mempelajari
proses yang berupaya membentuk masyarakat sebagai entitas sosial, dan
bagaimana sebagai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.*® Oleh
sebab itu dapat disimpulkan bahwa objek dari ilmu sosiologi hukum ialah
mencakup semua perilaku sebagai tanggapan masyarakat terhadap

implementasi hukum.

Kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat, ialah yang
tercermin dalam setiap individu. Sebenarnya sosiologi hukum mampu
mengidentifikasi ideologi dan filsafat yang memengaruhi pembentukan

perencanaan, selain itu sosiologi juga membantu mengungkapkan sejauh

43 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), him. 2.

4 Laurensius Arliman, “Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam
Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial,” Ensiklopedia Of Journal, Vol.6, No. 3
(2024), him. 10-12. https://doi.org/https://doi.org/10.33559/e0j.v6i3.2255.

4 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), him.7.

4 Abd Razak Musahib, Yulianta Saputra, dkk, Sosiologi Hukum (Bandung: CV. Media
Sains Indonesia, 2022), him. 22.
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mana kesadaran hukum dalam masyarakat.’ Serta membantu
mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki potensi untuk

mengubah pandangan atau perilaku di dalam masyarakat.*®

Pemahaman seseorang mengenai sesuatu hal sering kali menjadi bias
karena faktor-faktor eksternal, yang berwujud prosedur, yang dimana suatu
perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap keliru. Dengan kata lain
dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis, mengenai bagaimana perilaku
yang dianggap melanggar oleh peraturan hukum, yang mengatur terhadap
tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya hukuman yang
cukup berat, dan aturan tersebut kurang sesuai dengan kondisi dan keadaan

masyarakat di suatu tempat.*°
2. Struktural Fungsional

Talcott Parson merupakan seorang sosiolog profesional yang
berperan penting dalam pengembangan sosiologi sebagai suatu disiplin yang

terorganisir.>® Beliau memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem

47 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), him. 25-26.

48 Abd Razak Musahib, Yulianta Saputra, dkk., Sosiologi Hukum (Bandung: CV. Media
Sains Indonesia, 2022), him. 7.

49 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta:
Kencana, 2012), him. 27.

%0 peter Hamilton, Reading From Talcott Parsons, Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusuma
dengan judul Talcott Parson dan Pemikirannya, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), him.
1.



20

yang terdiri dari berbagai bagian seperti keluarga, lembaga agama, hukum,
dll, yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga

suatu peraturan dan keseimbangan sosial.>

Teori struktural fungsional mempunyai pengaruh yang sangat besar
dalam keilmuan sosial, termasuk dalam hal ini sosiologi dari abad modern
hingga sekarang.>? Teori struktural fungsional ialah sebuah teori sosiologi
yang berfokus pada peran sosial dalam mempertahankan tatanan sosial dalam
masyarakat. Struktural fungsional menekankan pada keteraturan sistem atau
struktur.

Terdapat empat syarat fungsi penting yang harus dipenuhi dalam
setiap sistem yang biasa disebut dengan skema AGIL, yaitu Adaptation
(adaptasi), kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan.
Goal attainment (pencapaian tujuan), kecakapan untuk mengatur dan
menyusun tujuan-tujuan Yyang ingin dicapai. Integration (integrasi),
integrasikan setiap sistem sosial terhadap nilai-nilai atau hukum-hukum yang
berlaku, dan Latency (pemeliharaan pola), memelihara pola dalam nilai-nilai
kemasyarakatan tertentu seperti budaya, dan aturan-aturan.>

Dalam pandangan teori struktural fungsional, makna struktur sosial

bisa menggambarkan fenomena yang berskala makro dan juga

51 Telcott Parson, The Sosial System, (New York: The Free Press, 1951), him. 6-8.

52 George Ritzer, Sosiologi IImu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada, 2011), him. 20-21.

%3 Telcott Parson, The Sosial System, (New York: The Free Press, 1951), him. 18.
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menggambarkan fenomena yang mikro, serta keduanya saling mengisi.>*
Menurut Parsons, setiap subsistem dalam masyarakat memiliki fungsi
tertentu dalam menghubungkan.

Masyarakat atau individu sebagai sistem sosial dalam bertindak atau
melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan demi suatu masa depan yang
diharapkan. Selaras dengan yang disampaikan oleh Talcott Parsons dan N.J
Smelser, yang mengatakan bahwa sistem sosial disamakan pengertiannya
dengan masyarakat yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara
maksimum dan berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti
kebahagian serta alat atau cara yang tersedia untuk mencapainya, berbeda
antara budaya yang satu dengan budaya lain, serta sistem sosial ialah sebagai
satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisir.>

Sedangkan mengenai lembaga hukum, setiap lembaga hukum
maupun lembaga agama memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya
seperti KUA sebagai lembaga negara di bawah naungan Kementerian
Agama, mempunyai fungsi salah satunya memastikan setiap perkawinan
harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan, demi kestabilan
sosial dan hukum sebagaimana mestinya. Semua lembaga melakukan

interaksi dan saling menyesuaikan yang bertujuan untuk keseimbangan, dan

5 Uswatul Khasanah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” Tesis Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo (2022), him.54.

% Rachmad K, Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2017), him.114.
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apabila terjadi penyimpangan, maka lembaga yang lainnya akan mengambil
langkah penyesuaian.®

Setiap aktor dalam hal ini baik masyarakat maupun lembaga memiliki
berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda sehingga menimbulkan berbagai
tindakan yang berbeda-beda pula. Seperti yang disampaikan oleh Talcott
Parson bahwa seseorang memahami dan menguasai suatu hal tertentu, maka
cenderung dapat mengganggu keseimbangan dalam interaksi sosial, oleh
karena itu agar tetap menjaga keseimbangan sosial dan mencegah
penyimpangan, maka dibutuhkan setiap antar individu baik masyarakat
maupun lembaga tetap menjaga kelangsungan hidup.®” Oleh sebab itu
dibutuhkan mekanisme sosialisasi, karena dengan ini diharapkan setiap
individu dapat menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma
atau hukum-hukum yang berlaku.

Teori struktural fungsional dalam konteks perkawinan anak di bawah
umur tanpa dispensasi pengadilan memiliki fungsi sosial yang penting,
keluarga sebagai salah satu lembaga sosial yang sangat berpengaruh terhadap
terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, yang seharusnya
guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak-anak
tersebut, oleh karena itu lembaga hukum memiliki fungsi untuk mengatur

tindakan masyarakat melalui peraturan penetapan umur minimal dan

5 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial (Jakarta: Proyek Pengembangan
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), him. 27.

57 Telcott Parson, The Sosial System, (New York: The Free Press, 1951), him.141.
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dispensasi kawin. Dalam kasus di kecamatan Pulau Burung tersebut, maka
bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan lembaga hukum dalam menjalankan
fungsi kontrol sosialnya.

Teori struktural fungsional merupakan salah satu dari pendekatan
dalam sosiologi.® Pendekatan sosiologi hukum dan teori struktural
fungsional sama-sama melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang
tertulis, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial, yang berfungsi
menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat, serta meletakkan
masyarakat sebagai aktornya. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hukum
dari sisi hubungan timbal balik dengan masyarakat.>® Sedangkan struktural
fungsional lebih menekankan kepada fungsi hukum sebagai penyeimbang
aturan dalam sistem sosial, sehingga dibutuhkan keseimbangan antar
keduanya agar tidak terjadi ketidakseimbangan di masyarakat.°
Magasid asy-Syariah

Menurut Imam asy-Syatibt Maqasid asy-Syariah adalah tujuan yang

CAUSA:

%8 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him.48.

5 Sri Wulan Noorrahman and Muhammad Aini, “Hubungan Hukum Dengan Masyarakat,”
Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.15, No. 2 (2025),

https://doi.org/https://doi.org/10.6679/65eryp77.

60 Renaldi Pratama Jaya, “Interaksi Timbal Balik Antara Hukum Dan Struktur Sosial Dalam

Masyarakat Modern,” Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol.3, No. 2 (2025), hIm.75-
82https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1405.
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dikehendaki oleh syar’i dalam pensyariatan hukum. Tujuan untuk
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan kemaslahata.®*
Sedangkan Syariah yang dimaksud di sini adalah hukum Allah yang secara

terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari al qur’an dan Hadis.®?

Imam asy-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn
Muhammad asy-Syatibi, seorang yang ahli dalam bidang ushul figh, tafsir, figh, dan
Hadis, tanggal dan tempat lahirnya tidak diketahu secara pasti.%® Namun disebutkan
dalam sebuah kitab terjemah tentang Imam asy-Syatib1 wafat di Granada pada hari

selasa 8 sya’ban tahun 790H/1388 M.®*

Adapun kemaslahatan dalam analisis Maqasid asy-Syariah tidak hanya
dilihat dalam artian teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai
filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia.®®
Kemaslahatan yang diwujudkan terdapat tiga tingkatan yaitu:

a. Darariyyat (kebutuhan primer) hal-hal yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia dan agama. Imam al-Syatibt menyebutkan

61 Abii Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwafakat fi Ushul Al-Syariah, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-
Su’udiyyah: Dar ibn Affan, 1997), him. 1-17.

b2 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid al-Syariah Menurut al- Syaitibi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 61.

83 Milhan, “Magqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”,
Al-Usrah: Jurna; Al Ahwal As Syakhsiyah, Vol.9, No.2, (2021), him.84.

% 1bid.

8 Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum dan
Magashid Syariah, cet.Ke-1, (Jakarta:Kencana, 2022), him.58.
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lima aspek utama:

1). hifz al-Din (menjaga agama)
Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu beribadah,
misalnya seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa dan perbuatan
baik lainnya, karena dengan dengan menjalankan perintah Allah
maka tegaklah din atau agama seseorang.®®

2) hifz al-Nafs (memelihara jiwa)
Memelihara jiwa dalam hal ini seperti menjaga kesehatan untuk
perlindungan jiwa, menghindari sesuatu hal yang bisa mengancam
eksistensi jiwa manusia.’ Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap
hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menghormati nilai
kehidupan manusia dan mencegah segala bentuk tindakan yang
dapat mengancam keselamatan jiwa baik secara individu maupun
sosial.

3) hifz al-nasl (memelihara keturunan)
Larangan zina karena dapat menyebabkan rusaknya keturunan,
pentingnya pernikahan yang sah untuk memperjelas keturunan
serta perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari menjaga

keturunan. 68

8 Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), him 50

67 Risma Hermawati Apriliani, dkk, “Analisis Magashid al-Syariah dalam Pemikiran Islam
Imam al-Syatibi”, Jureksi: Journal of Islamics and Finance, VVol.3, No.2 (2025), him.102.

8 Zaenuddin Mansyur, “Pembaharuan Maslahah dalam Magashid al Syariah: Telaah
Humanistis tentang al-Kulliyyat al-Khamsah”, Ulumuna: Journal of Islamic Stuudies, Vol.16, No.1
(2019), hIm.89.
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4) hifz al- ‘Agl (memelihara akal)
Menjaga akal berarti menghindarkan diri dari hal-hal yang
merusak rasionalitas serta menggunakan pemikiran yang selalu
jernih dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyebabkan hal-
hal yang tidak baik.®°
5) hifz al-Mal (memelihara harta)
Tujuan untuk menjaga dan melindungi harta agar diperoleh,
dikelola dan digunakan secara bermanfaat, tujuan memelihara
harta guna menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan,
karena sebagai sarana penunjang kelangsungan hidup manusia.”
b. Hajiyyah
Kemaslahatan yang dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang
diperlukan, namun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup bila
tidak terpenuhi, sebagai contoh dalam perjalanan (musafir) seorang
mukalaf sanggup untuk melaksanakan puasa dan sanggup pula
melaksanakan salat tanpa dijamak atau diringkas, karena hal-hal
tersebut sedikit sulit dilakukan apabila dalam perjalanan, oleh sebab
itu diberikan keringanan, seperti menangguhkan puasanya.’
c. Tahsiniyyat

Kemaslahatan ini tidak bersifat dhoruri ataupun hajiyy dengan kata

% 1bid.

0 Ibid., him. 90.
"L Nilda Susilawati, “ Stratifikasi al-Magashid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-
Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, Mizani, Vol.IX, No.1 (2015), him.8
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lain jika kepentingan ini tidak terwujud maka menimbulkan kerugian
atau kesulitan bagi kelangsunagn hidup, kemaslahatan ini bisa disebut
sebagai kemaslahatan sekunder, adapun sifat dari kemaslahatan ini
adalah sebagai pelengkap yang bertujuan unutk mendorong dan
mewujudkan kebiasaan yang terpuji.’?

Perkembangan Magqasid asy-Syariah sudah menjadi tema keilmuwan
Islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Maqasid asy-
Syariah telah menjadi bagian dari integral dari legislasi hukum Islam untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan guna menghindari bahaya
ataupun kemudharatan.” Syariat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan
aturan yang bersifat tekstual dan normatif, namun juga dirancang untuk
menjaga keteraturan hidup manusia secara menyeluruh baik secara sosial
maupun spiritual.

Peraturan mengenai perkawinan di bawah umur serta ketentuan
dispensasi dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang
mengaitkan praktik perkawinan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam.
keberadaan dispensasi menunjukkan hubungan antara norma hukum
perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan dalam pelaksanaanya,
sehingga aturan yang ada tidak hanya bersifat administratif, namun juga

sebagai dasar syariat terhadap keteraturan dan keberlangsungan sosial. Sesuai

72 Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Penetapan Para Ulama”, Jurnal Cross Border,
Vol.4, No. 2, (2021), him. 212.

8 Ahmad Farikhin, dkk, “Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam”,
Asy-Syari’ah, Vol.24, No.2, (2022), him.194
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dengan yang dikatakan oleh Imam asy-Syatibi bahwa tujuan dari Magqasid
asy-Syariah itu dua, tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan tujuan manusia
menjalankan syariat itu sendiri.”
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah proses objektif agar memperoleh data
dengan maksud dapat dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna

dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu.”

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (field
research).’®.Penelitian yang bersifat kualitatif dengan melihat latar
belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial,
individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.”” Penelitian lapangan
dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau
objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. '
Dengan demikian, objek penelitian dalam hal ini ialah masyarakat

Kecamatan Pulau Burung yang melakukan perkawinan di bawah umur

"4 Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama; Tinjauan Magqashid Syariah dan
Pertimbangan Maslahah-Mafsadah”, Mediasas, VVol.7, No.2, (2024), him.333

5 Sri Rochani Mulyani, Metodologi Penelitian (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021),
him. 17.

6 Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
7 Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), him.46

8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Di bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
Universitas Press, 1998) cet. ke-8, him. 63
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tanpa dispensasi pengadilan dan bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
menggambarkan objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait
dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik,
populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.”
Artinya peneliti tidak hanya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu
fenomena atau gejala sosial yang terjadi, namun juga menganalisis data
yang diperoleh untuk menemukan hubungan, pola, atau keterkaitan
antara setiap subsistem sosial yang ada di masyarakat Kecamatan Pulau
Burung, terhadap suatu peraturan hukum yang sudah ada.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi
hukum dan hukum Islam. Pendekatan ini bertumpu pada kajian dengan
melihat bagaimana antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas
sosial yang hidup di masyarakat.?® Serta pendekatan hukum Islam untuk
memahami, menjelaskan dan menilai suatu persoalan hukum berdasarkan
prinsip-prinsip syariat agar tercapai kemaslahatan dari kemudaratan.

4. Sumber Data

8 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him.7

8 Andi Winarno, “Integritas Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Perumusan Kebijakan
Hukum Yang Responsif Terhadap Realitas Sosial”, Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol.3,
No.1, (2025), him.65.
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a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan secara
langsung dari observasi dan keterangan wawancara yang diperoleh
dari narasumber tanpa perantara.®! Adapun terkait sumber data primer
dalam penelitian ini ialah orang-orang yang melakukan perkawinan
di bawah umur namun tanpa dispensasi dari pengadilan, dan pihak
KUA di Kecamatan Pulau Burung sebagai instansi pencatatan

perkawinan.
b. Data Sekunder

Merupakan jenis data dijadikan pendukung data pokok berupa
bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat
data pokok.®? Berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku
pendukung, artikel, karya ilmiah, serta sumber data yang lain yang

menunjang dalam penulisan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Obervasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data

dengan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi.®® Observasi

81 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2016), him.137.

82 Joko P Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991), him. 87-88.

8 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2014), him. 104-105.
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dilakukan guna menggali realitas yang ada di lapangan secara

langsung. Dalam hal ini, observasi dilakukan guna mendapat

informasi dan gambaran nyata, terkait faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi pengadilan.
b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab
sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.®*
wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung
dengan narasumber, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan
wawancara langsung dengan:

1. Tiga responden yang melakukan perkawinan di bawah umur
tanpa dispensasi dari pengadilan, yang dalam hal ini sebagai
orang-orang bersangkutan langsung guna untuk mendapatkan
gambaran terkait alasan-alasan yang melatar belakangi tindakan
mereka, serta faktor-faktor penyebab terjadinya praktik tersebut.

2. Pihak KUA Pulau Burung sebagal instansi pencatatan
perkawinan dalam kasus ini, dan penjelasan-penjelasan yang
yang nantinya akan berkaitan atau mendukung penelitian menjadi
lebih kuat.

c. Dokumentasi

8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), him. 47.
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Dokumentasi ialah pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen seperti transkip, buku, jurnal, dan sebagainya yang sudah
ada yang relevan dengan objek penelitian ini, guna menunjang
penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis
yang dilakukan secara berkelanjutan melalui tiga tahap utama, yakni
penyederhanaan data (redusksi data), pengelompokan dan penyajian data,
serta penafsiran hasil untuk menarik kesimpulan.®® Reduksi data
dilakukan dengan menyortir dan menyederhanakan data hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyajian data dengan guna
untuk memahami pola, hubungan yang muncul dari data yang didapatkan
di lapangan. Terakhir menarik kesimpulan yaitu dengan merumuskan
temuan-temuan yang ada di lapangan berdasarkan interpretasi terhadap
data yang dianalisis.®® Teknik analisis data dengan model Miles dan
Huberman dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang
lebih dimengerti, sehingga membantu peneliti dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini, maka

penyusunan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

8 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Illmu-llmu Sosial,
(Jakarta: Salemba Humanika, (2012), him.164.

% 1bid.
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Bab pertama, berisis tentang pendahuluan yang menguraikan latar
belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dan memberikan ringkasan
awal dari penelitian yang akan dilakukan, dan menjadi pedoman bagi penulis
dalam mengarahkan jalannya penelitian lebih terstruktur. Serta bab pertama
ini sebagai fondasi penelitian karena memaparkan latar belakang masalah
dan menunjukan adanya kesenjangan antara norma dan realitas, sehingga
penelitian ini layak untuk dilakukan.

Bab kedua, mencakup gagasan mendasar tentang perkawinan dan
dispensasi, dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil,
yang memberikan penjelasan tentang konsep perkawinan, ketentuan-
ketentuan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Definisi
dispensasi kawin beserta tata cara pengajuannya juga dibahas dalam bab ini.
Oleh sebab itu, bab ini memberikan kerangka konseptual secara jelas dan
relevan, tentang perkawinan dan dispensasi kawin yang dibahas lebih rinci,
dan ini bertujuan pula membatasi ruang lingkup pembahasan.

Bab ketiga, menjelaskan secara deskriptif mengenai faktor-faktor
yang melatarbelakangi beberapa masyarakat Pulau Burung yang melakukan
perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Dalam
bab ini memberikan gambaran dan jawaban, terkait apa saja yang menjadi
alasan-alasan atau faktor-faktor sehingga terjadinya praktik perkawinan di

bawah umur tanpa dispensasi pengadilan. Serta dalam bab ini memberikan
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data-data yang dikumpulkan lalu memberikan gambaran yang jelas mengenai
fenomena yang sedang diteliti, Khsusunya terkait dengan fenomena
terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di
Kecamatan Pulau Burung.

Bab keempat, berisi analisis terhadap faktor-faktor penyebab
terjadinya praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari
Pengadilan dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis ini diperlukan
guna memahami bagaimana faktor-faktor tersebut bisa menjadi penyebab
dari praktik tersebut, Pada bab ini penulis berusaha untuk mengindentifikasi
pola-pola, hubungan dan implikasi hukum yang muncul dari persitiwa
tersebut, lalu menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat menjelaskan
dan memberikan pandangan terhadap fenomena yang ditemukan dilapangan.

Bab Kelima, yakni penutup, berisikan kesimpulan terkait point-point
dari seluruh pembahasan-pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab
sebelumnya. Kesimpulan merangkup segala temuan-temuan dari penelitian
serta menjawab atas rumusan masalah secara ringkas. Serta saran untuk
acuan penelitian selanjutnya, dan memberikan kontribusi praktis bagi pihak-

pihak terkait dalam mengatasi masalah yang relevan dengan penelitian ini.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat tersebut dipengaruhi alasan

personal dan subjektif yang saling berkaitan. Mereka menganggap pengajuan
permohonan dispensasi ke pengadilan cukup rumit dan membutuhkan biaya
yang cukup besar, karena faktor jarak dan akses transportasi. Sehingga
mereka merasa melakukan perubahan usia pada calon pengantin menjadi
lebih solutif dan efisien. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya terdapat tiga
faktor utama. Pertama, faktor kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Kedua,
faktor pendidikan yang rendah. Ketiga, Faktor dorongan orang tua.

2. Analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor tersebut dipengaruhi kondisi
ekonomi keluarga yang terbatas, sehingga anak mereka tidak melanjutkan
pendidikan serta tidak memiliki biaya untuk mengajukan dispensasi,
sehingga perubahan usia dianggap lebih efisien. Selain itu rendahnya tingkat
pendidikan anak dan orang tua menyebabkan minimnya pemahaman dan
ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak memahami
dampak yang ditimbulkan. Di sisi lain dorongan orang tua muncul dari
kekhawatiran orang tua yang tinggal berjauhan dengan anaknya, yang

dimana anaknya memilih bekerja untuk meringankan ekonomi keluarga.

B. Saran
Merujuk pada hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya,

penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi saran seperti berikut:
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1. Bagi masyarakat baik itu orang tua maupun anak-anak yang masih di bawah
umur diharapkan bisa meningkatkan rasa ketaatan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku di Indonesia dan kesadaran terhadap dampak hukum yang
ditimbulkan apabila melanggar dari ketentuan hukum yang berlaku, serta
dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur untuk anak-anak
yang belum cukup umur dan matang secara psikis dan fisik.

2. Pemerintah, KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga negara, melihat
dari kondisi Kecamatan Pulau Burung yang cukup jauh dari Tembilahan dan
akses yang cukup sulit untuk dijangkau beberapa lapisan masyarakat,
diharapkan dari pemerintah, KUA dan Pengadilan Agama memiliki jalan
keluar untuk masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan
dispensasi pengadilan ke Tembilahan. Misalnya dengan adanya program
pengajuan permohonan dispensasi kawin keliling seperti program sidang ishat
dan sidang perceraian keliling yang dilakukan Pengadilan Agama. Hal tersebut
diharapkan agar tidak ada lagi penyelewangan-penyelewangan yang dilakukan
masyarakat dengan berbagai alasan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan beberapa
kajian serupa namun dengan titik permasalahan yang baru. Misalnya meneliti
mengenai prosedur mengikuti sidang isbat keliling bagi anak yang menikah di
bawah umur namun tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Penelitian yang
bertujuan untuk menilai peran Pengadilan Agama dan KUA dalam

memberikan akses terhadap status hukum dari perkawinan tersebut.
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https://data.inhilkab.go.id/

jippnas.menpan.go.id/inovasi/730

https://data.inhilkab.go.id/ .

Mengenal Namanya Pulau Burung: Dari Pulau Kecil Berisi Burung Menjadi
Sentra Kelapa Nasional

Kecamatan Pulau Burung Dalam Angka 2024 — Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indraqgiri Hilir

https://infopublik.id/kategori/nusantara/707791/ indragiri — hilir — neqgeri —
seribu - parit _hamparan — kelapa - dunia

Pemprov Riau Proyeksikan Pulau Rupat dan Pulau Burung Jadi Kawasan
Transmigrasi

https://www.srikandinews.com/2024/01/17/ ketidakpuasan - masyarakat -
terhadap-pembangunan-dipulau-burung/

https://gagasanriau.com/news/detail/50379/kontribusi-nyata-untuk-
ekonomi-lokal-dan-nasional-pt-rsup-di-pulau-burung--ditetapkan-
sebagai-objek-vital-nasional-industri

Svarat Dispensasi Kawin — Pengadilan Agama Magelang

Website Kementerian Agama Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah

Wawancara dengan kakak F., Pelaku perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi pengadilan di kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan kakak N., Pelaku Perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan kakak M., Pelaku Perkawinan di bawah umur tanpa
dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan Sri Noprianti., Selaku Staf pelayanan umum KUA Pulau
Burung,

Wawancara dengan Muhammad Addam Husein., Selaku Penghulu Kua
Pulau Burung

Wawancara dengan Nur Said., Selaku Penyuluh pelayanan keluarga sakinah
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